PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

a. bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Barito Selatan Nomor : B- 445

/ SETDA / AS.I-HUK / 180 / 11 / 2023, tanggal 29 November
2023, Perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan
Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan hasil Rapat Bapemperda
DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan Tim Pemerintah
Daerah Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 1 Desember 2023,
dalam rangka Pembahasan Penyusunan Program Pembentukan
Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Barito Selatan Tahun
2024, serta berdasarkan Surat Plh. Bupati Barito Selatan Nomor B-
509 / SETDA / AS.I-HUK / 180 / 12 / 2024, tanggal 29 Desember
2023, Perihal Usulan Tambahan Rancangan Peraturan Daerah
yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tahun 2024, disepakati rancangan Peraturan Daerah yang masuk
dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2024, sebanyak 16 (enam belas) Rancangan
Peraturan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang
menyebutkan pada pokoknya hasil ® penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah
Daerah yang telah disepakati, ditetapkan dalam rapat paripurna
dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD
Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan  Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2024;



Mengingat

1.

2

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT di Kalimantan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat dan .Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang 13 Tahun 2019 tentanng Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU
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Surat Pj. Bupati Barito Selatan Nomor : B- 445 / SETDA / AS.I-
HUK / 180 / 11 / 2023, tanggal 29 November 2023, Perihal

Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun
2024;

- Hasil Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan

Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka
Pembahasan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah (Propemperda) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024,
tanggal 1 Desember 2023;

- Surat Plh. Bupati Barito Selatan Nomor : B- 509 / SETDA / AS.I-

HUK / 180 / 12 / 2024, tanggal 29 Desember 2023, Perihal Usulan
Tambahan Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;

- Rapat Paripurna ke — 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024

DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 12 Januari 2024,

MEMUTUSKAN :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU berjumlah 16 (enam belas) Rancangan
Peraturan Daerah.

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)
Tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Januari 2024
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Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya.

Iy

. Ketua Bapemperda Kab.Barsel di Buntok.

5. Sekretaris Daerah Kab. Barsel di Buntok.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel di Buntok.
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